AMBIGUITAS DEMOKRASI:
ANTARA OTORITER
DAN ANARKISME

Helmizan Za*

Pada zaman Plato dan Aristoteles, demokrasi merupakan
salah satu bentuk/sistem kenegaraan di samping aristokrasi,
oligarki, timokrasi, dan tyrani. Ketika itu, aristokrasi
dipandang sebagai sistem yang terbaik dan tyrani sebagai
yang terburuk. Sebaliknya, saat ini demokrasi merupakan
pilihan yang terbaik di antara berbagai sistem kenegaraan
lain yang cenderung bersifat otoriter sebagaimana sistem
tyrani pada zamannya Plato. Sejak Montesquieu meletakkan
dasar penataan kekuasaan negara hingga era Bill Clinton
yang berupaya menumbuhkan semangat demokrasi guna
menghambat sifat yang otoriter/diktator, secara praksis
demokrasi tidak pernah lepas dari sifat otoriterisme
penguasa, dan sebaliknya melahirkan kebebasan penuh bagi
rakyat yang cenderung anarkis. Inilah yang disebut
ambiguitas. Ambiguitas demokrasi dapat besekutu dengan
otoriter serta anarkis, meskipun secara teoritis demokrasi
adalah lawan dari otoriter dan anarkis. Akibatnya,
demokrasi bisa berfungsi ganda yakni sebagai alat penataan
negara sekaligus sebagai alat pengganti senjata (gun) untuk
penaklukan negara lain. Secara teoritis, demokrasi itu baik,
namun dalam praktek tetap ambiguis.- Karena itu, ke depan
harus dibangun demokrasi yang berjalan di atas rel konstitusi
dengan jiwa kebangsaan yang tinggi.

Hampir seluruh masyarakat
dunia mengenal bahwa demo-
krasi yang dikumandangkan
saat ini adalah sebuah sistem
kenegaraan yang terbaik, sehing-
ga apa yang terjadi dan dilaku-
kan oleh rakyat atau siapa pun

yang mengatasnamakan rakyat
(demos) adalah terbaik, dan “Itu-
lah Demokrasi” walaupun akhir-
nya negara porak-poranda. Pa-
dahal kalau mau mencermati se-
luk beluk demokrasi sebagaima-
na dipahami kurang lebih 2300
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tahun yang lalu - ketika dunia
belum begitu mengenal istilah
demokrasi meskipun telah me-
nerapkannya - Plato dan Aris-
toteles telah mengisyaratkan agar
berhati-hati dengan demokrasi
karena di samping sangat baik,
juga sangat kejam sebab dapat
menimbulkan anarkis. Melalui
Teori Cyclus Kenegaraan yang
mereka kembangkan dapat dipa-
hami bahwa demokrasi bukan-
lah satu-satunya sistim yang ter-
baik. Karena itulah, Montes-
quieu dan beberapa ahli lainnya
berupaya menata demokrasi
modern sebagai lembaga kekua-
saan yang dapat diterapkan di
seluruh dunia. Namun demikian
upaya tersebut belum dapat
menjamin adanya kedamaian
sekaligus menghilangkan tindak
kekerasan. Dalam konteks inilah
demokrasi masih mengandung
bahaya sebagaimana yang per-
nah diisyaratkan Plato dan Aris-
toteles.

Persekutuan Demokrasi de-
ngan Otoriter

Negara Paman Sam sangat
menyadari bahaya kekerasan
dan anarkis dalam sistem
demokrasi yang cenderung
mendewakan kebebasan rakyat.
Karena itu, diciptakanlah sebuah
senjata pamungkas untuk me-
nangkalnya yakni “veto”. (Pasal
1 ayat 7 Konstitusi AS menyata-

kan bahwa Presiden mempunyai
hak veto untuk menghadapi
Konggres). Hak veto ini juga di-
miliki oleh 5 Negara Anggota
Tetap Dewan Keamanan PBB
yang biasa digunakan untuk
merespon permasalahan dunia.
Veto memiliki kekuatan untuk
menolak sebuah keputusan yang
dihasilkan secara demokratis,
dan itu berarti ada penjegalan
terhadap kedaulatan rakyat.
Veto diciptakan sebagai senjata
pamungkas untuk menghadang
demokrasi. Indikasinya dapat
dilihat dari banyaknya aturan-
aturan yang diciptakan oleh pe-
merintah Amerika Serikat guna
membatasi kebebasan warga
negaranya, seperti adanya ijin
untuk menggelar demonstrasi
atau unjuk rasa. Jadi, demokrasi
menurut versi AS merupakan
lembaga yang bukan hanya ber-
peran sebagai penataan kekua-
saan, melainkan yang lebih uta-
ma adalah penataan kebebasan
rakyat.

Dalam menata atau menekan
kebebasan dan kekuasaan rak-
yat, pemerintah menetapkan
peraturan yang sebanyak-bany-
aknya antara lain dengan meny-
iapkan perangkat hukum yang
dapat diterapkan seketika bila
terjadi pelanggaran. Namun de-
mikian, untuk mengimbangi be-
lenggu dimaksud disiapkan
semacam insentif bagi masya-
rakat yang tidak mempunyai
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pekerjaan tetap berupa santunan

“atau tunjangan jaminan hidup,
serta imbalan yang setimpal ke-
pada petugas/aparat negara se-
suai dengan tugas dan kewa-
jibannya, sehingga dapat meng-
hindari kemungkinan adanya
tindakan-tindakan anarkis dari
rakyat maupun aparat negara.
Demokrasi semacam itu sebe-
narnya mengandung sifat
otoriter karena dapat membe-
lenggu kebebasan rakyat dalam
kemasan peraturan hukum dan
konstitusi, meskipun tetap ditaati
oleh rakyat.

Seiring dengan tumbuhnya
AS sebagai negara Super Power
tunggal, mereka mengklaim
negaranya sebagai raja demo-
krasi sekaligus mengobarkan se-
cara terbuka beberapa kriteria
demokrasi, antara lain: (1) Ada-
nya kebebasan penuh bagi rakyat
untuk menentukan pilihan dan
pendapatnya, (2) Tidak ada te-
kanan kekerasan militer, (3) Be-
bas dari tekanan agama, (4) Ada
pengawasan/oposisi dari ma-
syarakat, serta (5) Mengutama-
kan hak azasi manusia.

Kriteria tersebut sangat ideal
sehingga bila dianut oleh nega-
ra-negara berkembang dengan
kemampuan sumber daya
manusia dan ekonomi yang ter-
batas akan melahirkan anarkis,
yang kemudian menjadi sasaran
empuk bagi negara yang sudah
mapan untuk menanamkan pe-

ngaruhnya.

Negara-negara maju seperti
AS sangat menyadari bahwa
proses berdemokrasi memerlu-
kan beberapa persyaratan, an-
tara lain: (1) Memiliki kesadaran
berbangsa dan nasionalisme
yang tinggi, (2) Memiliki kebesar-
an jiwa dan sportif, (3) Konsti-
tusional (Perundang-undangan,
Hukum, dan Peraturan yang di-
taati), (4) Terjaminnya kesejah-
teraan yang memadai bagi
rakyat, (5) Terjaminnya keaman-
an, serta (6) Bebas dari campur
tangan asing.

Persyaratan di atas sengaja
tidak disebarkan bahkan cen-
derung ditutupi karena belum
dapat dipenuhi oleh negara-
negara berkembang, meskipun
tetap dipaksa untuk menerapkan
demokrasi gaya Amerika. Hal ini
dimaksudkan agar bila terjadi
kekalutan akibat ketidaksiapan
berdemokrasi yang baik, mereka
berhak untuk ikut campur ta-
ngan demi kepentingan politik
globalnya. Kasus penambahan
pasal dalam Doktrin Monroe
oleh Presiden Theodore Roosevelt
tentang adanya wewenang
Amerika Serikat untuk campur
tangan di manca negara jika
suatu negara tidak mampu me-
nangani kekalutan dalam nege-
rinya merupakan sebuah contoh
nyata. Karena itu, tidaklah keli-
ru bila ada pendapat yang me-
ngaitkan peran AS dalam men-
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ciptakan kekalutan di negara In-
donesia ini.

Sebenarnya ketika menjalan-
kan demokrasi dengan lima kri-
teria di atas, AS tidak luput dari
kekacauan bahkan Perang Sau-
dara. Setelah memiliki enam sya-
rat tuntutan demokrasi, barulah
mereka menjalankan demokrasi
bahkan berani meninggalkan
lima kriteria yang dikobarkannya
meskipun banyak pelanggaran
prinsip-prinsip demokrasi, HAM
dan lain-lain yang terjadi di
dalam negeri. Berbagai pelang-
garan tersebut tertutup oleh keras
dan gencarnya issu demokratisasi
dan HAM yang dikobarkan, se-
kaligus adanya unjuk kekuatan
teknologi, militer, dan ekonomi
yang dimiliki sehingga dengan
mudah menguasai dunia.

Sementara itu, negara ber-
kembang yang belum siap ber-
demokrasi dengan baik menjadi
mangsa dan ditekan serta dipak-
sa untuk mengikuti politiknya
sehingga berada di bawah pe-
ngaruhnya yang setia. Sebalik-
nya, memuja-muji negara yang
dapat melakukan demokrasi
dengan 5 kriteria di atas, walau-
pun negara tersebut menjadi po-
rak-poranda karena belum siap
atas tuntutan syarat demokrasi.
Jadi, semangat demokrasi yang
dikobarkan oleh Negara Paman
Sam mengandung dua makna,
yakni: (1) Sebagai alat penataan
kebebasan rakyat, serta penataan

kekuasaan yang dikemas dalam
peraturan hukum/konstitusi,
dan (2) Sebagai senjata untuk
mendukung keberhasilan politik
globalnya, dengan menekan dan
memaksa negara-negara ber-
kembang untuk menerapkan
demokrasi ala mereka tanpa
mengingatkan adanya persya-
ratan tuntutan demokrasi itu
sendiri.

Contoh lain adalah Ayatulloh
Komeyni yang dilansir lebih
otoriter dalam pemerintahan
Iran ketimbang syah Iran sendi-
ri, tapi tetap disebut demokrasi
yang sangat baik oleh rakyat
maupun oleh Komeyni dan para
sahabatnya. Apa yang terjadi di
kedua negara tersebut (AS dan
Iran) merupakan contoh dari
ambiguitas demokrasi dengan
wajah persekutuan antara de-
mokrasi dan otoriter. Mengapa
hal tersebut dipandang sebagai
demokrasi ? Sebabnya adalah AS
telah memenuhi syarat untuk
berdemokrasi sesuai dengan tun-
tutan dan persyaratan demokra-
si ala mereka, sekaligus dipe-
ngaruhi oleh posisinya sebagai
negara adi daya. Sementara itu,
bagi Iran, karena keyakinan
akan kebenaran revolusi, bersatu
padu dalam jihad dengan Aya-
tulloh Komeyni sebagai pemim-
pin revolusi yang sangat diper-
caya dan didukung oleh rakyat-
nya.

Keambiguisan seperti ini bisa
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terjadi karena dalam sejarah
perkembangan kenegaraan di
dunia, sistem demokrasi dan
otoriter bisa dipandang baik pada
suatu fase tertentu, dan kemudi-

an menjadi jelek pada masa yang

lain. Adakalanya suatu negara
demokratis dapat membawa
keadilan, namun tidak mustahil
menghasilkan kesengsaraan bagi
masyarakat. Demikian pula se-
baliknya, dimana sistem otoriter
yang dianggap jelek tidak mus-
tahil dapat mensejahterakan ser-
ta memberikan keamanan dan
ketentraman bagi masyarakat.
Jadi antara demokrasi dan oto-
riter yang dianggap bertentang-
an dapat pula bersekutu dalam
kadar tertentu menurut situasi
dan kondisi yang tepat. Demo-
krasi yang ambiguis berwajah
otoriter pernah terjadi di negara
kita sejak rezim Orde Lama hing-
ga Orde Baru yang kemudian
runtuh secara dramatis. Demo-
krasi berwajah otoriter itu “tidak
langgeng” seperti di AS danIran
sebab baik pada masa Orde La-
ma maupun Orde Baru kita be-
lum mampu menciptakan ada-
nya jaminan kesejahteraan yang
memadai bagi seluruh rakyat se-
bagai salah satu prasyarat tun-
tutan demokrasi, apalagi pe-
rangkat-perangkat lainnya be-
lum terbangun secara memadai.
Akhirnya, yang paling praktis
digunakan untuk meredam kebe-
basan rakyat adalah dengan kek-

erasan senjata. Hal seperti ini
juga masih dilakukan di negara-
negara lain seperti : RRC, Rusia,
Korea Utara, Palestina, serta di
negara-negara sedang berkem-
bang.

Persekutuan Demokrasi de-
ngan Anarkis

Persekutuan antara demokra-
si dengan anarkis sangatlah ber-
bahaya. Hal ini disebabkan kare-
na anarkis sendiri bukanlah si-
fat/sistem pemerintahan negara
melainkan sebuah tindakan tak
terkendali yang berlatar bela-
kang emosi massa, sebagai aki-
bat dari adanya kebebasan rak-
yat yang tidak mengenal batas
konstitusi. Karena itu, sangatlah
tepat pemikiran Plato dan Aris-
toteles bahwa demokrasi yang
tidak mengenal batas kebebasan
- misalnya dalam menggelar tun-
tutan atas nama rakyat dan
tidak terkendali - dapat mencip-
takan anarkis. Ini sangat berba-
haya bagi kehidupan berbangsa
dan bernegara, karena semakin
memperkuat opini “pembenar-
an” atas tuntutan golongan yang
mengatasnamakan rakyat secara
berlebihan. Fenomena seperti ini
telah terjadi di negara kita. Le-
bih ironis lagi, adalah adanya
tuduhan pelanggaran HAM
yang dilakukan oleh alat negara
yang bertugas untuk menjaga
keamanan. Kondisi ini cen-
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derung menciptakan adanya su-
premasi HAM.

Ketika pertama kali bertemu
Gus Dur, Presiden Clinton me-
nyampaikan pujian bahwa saat
ini Indonesia telah menjadi nega-
ra demokrasi terbesar ketiga di
dunia, padahal negara kita se-
makin tidak bisa berbuat apa-
apa dan porak poranda akibat
opini massa dan kelompok ke-
pentingan. Bahkan kelompok
pengganggu keamanan yang se-
cara terang-terangan bebas me-
langgar peraturan perundang-
undangan negara tidak bisa di-
tindak secara tegas. Pengganggu
keamanan, kelompok separatis-
me, dan perusuh yang didukung
opini/issu HAM semakin bebas
menekan dan menghasut rakyat
agar tidak percaya pada apara-
tur negara dan hukum yang ber-
laku. Inilah wajah demokrasi In-
donesia. Bila anarkis benar-benar
terjadi, maka sangat sulit untuk
mengatasinya tanpa harus me-
nimbulkan korban jiwa. Padahal
tindakan bersenjata tidak mung-
kin lagi digunakan, mengingat
maraknya isu HAM dan penda-
pat dunia.

Pertanyaan yang kemudian
muncul adalah mengapa terjadi
persekutuan antara demokrasi
dan anarkis ? Setidaknya ada tiga
alasan yang mendasarinya, yak-
ni:

Pertama, Kondisi internal Ne-
gara Indonesia. Informasi ten-

tang demokrasi sangatlah manis
dan menjanjikan, bahkan dipan-
dang sebagai sistem pemerintah-
anyang terbaik. Apa yang dike-
hendaki oleh rakyat atau golong-
an yang mengatasnamakan
rakyat adalah yang terbaik dan
harus dipenuhi. Akan tetapi se-
lama ini belum banyak yang be-
rani menginformasikan bahaya
yang terkandung di balik sistem
demokrasi itu sendiri, sehingga
katub pengamannya tidak dapat
dibentuk. Kondisi internal lain-
nya adalah kegagalan Orde Baru
dalam melaksanakan Amanat
Penderitaan Rakyat, yang kemu-
dian diikuti oleh keinginan mem-
bangun kekuasaan secara ber-
lebihan sehingga hak-hak rakyat
diabaikan. Akibatnya, rakyat ti-
dak percaya terhadap pemerin-
tah Orde Baru berikut perangkat
pendukungnya (sistem pemerin-
tahan dan konstitusi), bahkan
merembet pada legitimasi peme-
rintahan baru. Julukan apa pun
yang dialamatkan terhadap ke-
bobrokan Orde Baru, baik beru-
pa fitnah dan hujatan maupun
pemutarbalikan fakta serta ber-
bagai tudingan yang berlebihan
dipandang oleh masyarakat se-
bagai hal yang sangat masuk
akal dan benar-benar terjadi.
Faktor lain adalah menguatnya
kelompok kepentingan politik,
golongan radikal, serta menguat-
nya separatisme yang belum ter-
tangani secara tuntas, sehingga
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para aktornya lebih leluasa ber-
juang meraih tujuannya dengan
cara menarik simpati serta du-
kungan luar negeri melalui pe-
nyebaran issu yang menyesatkan.

Alasan kedua, adalah ada-
nya fenomena global, yang
ditandai oleh bergulirnya issu
demokratisasi sekuler, issu Hak
Azasi Manusia, serta politik glo-
bal negara maju. Hampir seluruh
masyarakat dunia tunduk pada
lima kriteria demokrasi yang
dikobarkan dalam arus globalisa-
si, tanpa menyadari adanya per-
syaratan yang menjadi tuntutan
berdemokrasi. Selain itu, issu
HAM yang telah mendunia lebih
berpihak pada kepentingan inter-
nasional dan tidak terikat pada
konstitusi/peraturan perun-
dangan suatu negara, bahkan
kalau perlu melawan kepenting-
an nasional suatu negara. Demi-
kian pula dengan kecanggihan
teknologi informasi, serta ma-
pannya kekuatan negara maju
di segala bidang kehidupan
mengakibatkan adanya keter-
gantungan dari negara-negara
berkembang, yang kemudian
menciptakan kolonialisme super
modern (penjajahan tanpa pen-
dudukan).

Alasan lain (khusus) yang tak
kalah pentingnya adalah kuat-
nya opini massa yang dibangun
dari interpretasi yang berlebihan
oleh para pengamat dan kelom-

- pok kepentingan atas peristiwa-

peristiwa yang terjadi, serta issu
yang seolah-olah terjadi sebagai
fakta, realita dan kebenaran, se-
perti: (1) Tuduhan dan tuntutan
yang sangat berlebihan terhadap
kesalahan para petugas keaman-
an sehingga mereka terkesan
sangat biadab, keji, dan sadis.
Akibatnya timbul kebencian,
dendam, serta rasa tidak puas
yang tiada habisnya sehingga
setiap upaya pelurusan dan
pengadilan yang benar tidak lagi
dipercaya massa; (2) Adanya
opini yang telah terbangun se-
demikian rupa bahwa selama 32
tahun demokrasi kita terkung-
kung oleh Orde Baru dan ABRIL
Sementara itu, belum ada di
antara kita yang berani melurus-
kan hal ini karena pasti akan ter-
lindas oleh opini massa tersebut.
Padahal sejak perang kemerde-
kaan hingga saat ini sebenarnya
kita belum begitu siap untuk
menjalankan demokrasi yang
sesungguhnya; (3) Merebaknya
issu dan pemutarbalikan fakta
yang tidak tercounter, yang da-
pat memperkuat opini bahwa
aparatur negara (khususnya
TNI/POLRI) dicap sebagai pe-
langgar HAM. Lebih ironis lagi,
aparatur negara tersebut cen-
derung dipaksa untuk men-
gakuinya walaupun belum ten-
tu benar. Akibatnya, dendam
kepada TNI semakin mendapat
dukungan yang luas dan semua
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an eksekutif, legislatif, dan yu-
dikatif, maupun dari partai poli-
tik dan masyarakat kampus. De-
mikian pula dengan para pakar
dan pengamat politik cenderung
memberikan hukuman kepada
TNI/POLRI, sehingga gerakan
massa yang melawan hukum
dan aparat keamanan dipan-
dang sah dan reformis. Pada
akhirnya hilanglah kepercayaan
terhadap TNI yang letak kekuat-
an utamanya adalah “dukungan
rakyat”.Sebagai konsekuensinya
adalah adanya gangguan ke-
amanan, kerusuhan, penjarah-
an, dan pengadilan massa yang
tidak dapat dicegah atau dihen-
tikan, karena massa menjadi
nekat dan brutal; (4) Pemaham-
an terhadap tindak “kekerasan”
selalu ditekankan dan diarahkan
pada tindakan bersenjata sehing-
ga identik dengan militer. Se-
mentara itu, aksi brutal dan pro-
vokatif yang berupaya memak-
sakan kehendak tidak dika-
tegorikan sebagai tindak ke-
kerasan sehingga dianggap sah
dan tidak melanggar HAM, bah-
kan anehnya kita dianggap se-
bagai negara demokrasi ketiga
terbesar di dunia.

Hal-hal yang Terjadi bila De-
mokrasi Anarkis Berlanjut

Apayang telah diperingatkan
oleh Plato dalam siklus kenega-
raan nampaknya terjadi pada
zaman modern ini. Ternyata

kekalutan sudah terwujud, dan
bila hal ini tidak bisa diatasi maka
akan terjadi malapetaka besar
yang berupa perpecahan dan
keruntuhan bangsa dan negara.
Kecenderungan ini dapat di-
dasarkan kepada beberapa hal,
antara lain: (1) Adanya tuntut-
an yang semakin kuat dan gen-
car dari kelompok radikal untuk
menghapus ideologi dan falsafah
bangsa dan negara, dengan cara
menteror serta berupaya mele-
nyapkan komponen kekuatan
bangsa yang memiliki komitmen -
untuk membela negara. Demiki-
an pula dengan kelompok eks-
trim yang berupaya secara terus
menerus menciptakan suasana
yang anarkis; (2) Adanya tuntut-
an yang semakin kuat dan trans-
paran dari kelompok separatis
untuk mendapatkan pengakuan
dari pemerintah, dengan cara
menggalang dukungan dari
masyarakat internasional. Bila
pengakuan itu berhasil diwujud-
kan maka mereka tidak lagi di-
kategorikan sebagai separatis,
melainkan menjadi kelompok
pejuang kemerdekaan suatu
bangsa yang pada akhirnya dile-
gitimasi oleh negara-negara di
dunia. Sebenarnya kita dapat
bersandar dan dilindungi oleh
hukum internasional untuk me-
nindak secara tegas dengan ke-
kerasan senjata terhadap kelom-
pok separatis, tapi kita malah
semakin tak berdaya; (3) Adanya
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support dari Kelompok Anti
Golongan, SARA, dan Spion ter-
hadap gerakan yang dimaksud-
kan di atas, sehingga terbentuk
kekuatan yang semakin besar
untuk meruntuhkan bangsa dan
negara kita yang menjunjung
tinggi nilai keimanan dan ke-
tagwaan.

Bila kesemuanya itu terjadi
maka perang saudara tidak da-
pat dihindari, karena masing-
masing kelompok akan saling
berebut kekuasaan, bahkan
mungkin menyerahkan diri dan
dipecah-pecah oleh bangsa lain
yang telah kuat dan mapan. Bila
perang saudara atau perpecah-
an tidak terwujud, minimal
bangsa yang besar ini tidak da-
pat melangsungkan pemba-
ngunan sehingga rakyat men-
derita berkepanjangan. Di pihak
lain TNIsemakin sulit menyusun
strategi untuk menjamin keutuh-
an bangsa dan negara serta me-
lindungi tanah tumpah darah,
sebab ia akan berhadapan de-
ngan berbagai kelompok yang
anti padanya, baik dari dalam
maupun luar negeri yang bersen-
jatakan demokratisasi, HAM,
dan anarkis. Kondisi ini dapat di-
manfaatkan dengan leluasa oleh
pihak asing untuk melakukan
intervensi.

Upaya Mengatasi Bahaya De-
mokrasi Anarkis

Sampai saat ini belum ada

suatu resep yang ampuh untuk
mengatasi kondisi anarkis yang
terjadi di suatu negara. Fenome-
na yang diungkapkan di atas
pada umumnya terjadi pada
negara yang belum mapan, atau
karena terjadi perubahan dras-
tis akibat kesalahan Pimpinan
Nasional/pergantian Pimpinan
Nasional secara tidak normal.
Bila ada gerakan pemberontak-
an, sebenarnya dapat segera di-
atasi- dengan kekuatan ber-
senjata,tapi akan menimbulkan
korban jiwa yang sangat banyak
(kekerasan dibalas dengan ke-
kerasan), bahkan dapat meng-
undang campur tangan asing.
Untuk mengatasi bahaya per-
sekutuan demokrasi dan anarkis,
maka perlu ada suatu kebijakan
yang mampu mewadabhi aspira-
si masyarakat, sekaligus me-
ngobarkan kembali kunci-kunci,
kekuatan, dan keampuhan Indo-
nesia sebagai bangsa besar yang
memiliki harga diri dan martabat
yang tinggi. Bila pendekatan
keamanan, politik, ekonomi, bah-
kan agama tidak berhasil dengan
baik, maka tak ada jalan lain
yang lebih tepat. Bagaimana pun
juga, pemecahan agamis meng-
hadapi tantangan hebat dari
dunia internasional yang tengah
menyebarkan faham sekularisme
dan hedonisme. Pendekatan aga-
mis yang lebih cocok diterapkan
dalam pemecahan kemelut bang-
sa dan negara ini adalah dengan
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“jihad”. Sayangnya pemahaman
tentang jihad pada umumnya
ditafsirkan sebagai perang me-
lawan orang atau golongan lain,
padahal maknanya tidak sese-
derhana itu. Untuk itu, peme-
cahan dengan pendekatan aga-
mis perlu kajian lebih mendalam
dengan suatu asumsi dasar bah-
wa manusia, rakyat, dan bang-
sa Indonesia adalah “insan ham-
ba Tuhan”.

Ada beberapa langkah-lang-
kah konkrit yang perlu dilaksa-
nakan untuk mengatasi berbagai
kemelut bangsa Indonesia, an-
tara lain: membentuk Komisi
Kebenaran Nasional, melakukan
rekonsiliasi nasional, mewujud-
kan pengadilan HAM yang jujur
dan adil serta bebas dari tekan-
an opini massa/dunia, serta
menghindari berkembangnya
sikap aparat negara yang cen-
derung mengadu domba aparat
keamanan dengan massa. Bah-
kan aparat perlu didukung se-
cara moril maupun materil un-
tuk bertindak tegas sesuai pera-
turan yang berlaku. Selain itu,
perlu dilakukan konter terhadap
berita bohong atau issu-issu yang
menyesatkan dengan menunjuk-
kan alasan dan argumentasi
yang rasional, melakukan diplo-
masi secara intensif guna me-
ngembalikan kewibawaan dan
kepercayaan bangsa lain, serta
membangkitkan semangat patri-
otisme - nasionalisme - relegis-

me yang pernah membuat bang-
sa ini terkenal dan disegani oleh
bangsa lain.

Tindakan lain yang perlu se-
gera diupayakan adalah me-
nyusun perangkat perangkat hu-
kum yang kredibel dan penegak
hukum yang profesional, memu-
puk kembali kepercayaan peme-
rintah, aparatur negara dan se-
sama komponen bangsa untuk
mewujudkan kebersamaan, per-
satuan dan kesatuan, memberi-
kan penjelasan secara benar dan
obyektif tentang arti, bentuk, dan’
makna demokratisasi, HAM, ser-
ta fungsi, tugas dan kewajiban
warga negara, yang utamanya
dilakukan oleh para pakar. Se-
lain itu, bersama pengamat dan
praktisi, para pakar perlu mem-
buat berita, analisis, serta pesan
yang cermat dan akurat guna
menciptakan suasana yang kon-
dusif. Hal lain yang tak kalah
pentingnya adalah menghilang-
kan kesenjangan sosial, terutama
kesenjangan ekonomi.

Untuk mendukung upaya
tersebut diperlukan kesadaran
seluruh warga negara Indonesia
bahwa : (1) Perbedaan pendapat
tidaklah berarti harus saling
mengalahkan atau menghancur-
kan di antara sesama komponen
bangsa; (2) Baik tindak kekerasan
bersenjata maupun tindakan
amoral dalam aksi massa tidak-
lah dapat menyelesaikan ma-
salah, bahkan menambah pen-
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deritaan rakyat ; (3) TNI/POLRI
adalah komponen kekuatan
bangsa yang kekuatan utamanya
terletak pada “dukungan rak-
yat”. Karena itu, pemisahan
bahkan permusuhan terhadap
TNI/POLRI dapat berakibat pa-
da keruntuhan bangsa dan nega-
ra ; (4) Pemimpin negara, peja-
bat dan anggota lembaga legis-
latif yang telah dipilih dan dite-
tapkan secara demokratis perlu
diberi kesempatan untuk melak-
sanakan tugas dan kewajiban-
nya, dan mesti memperoleh du-
kungan rakyat.

Demikian pula perlu ditanam-
kan serta ditingkatkan sikap
mawas diri dan kewaspadaan,
bahwa : (1) Betatapun tingginya
tingkat keamanan dan stabilitas
nasional suatu negara (termasuk
Indonesia), pasti ada kelompok
pelaku dan penggerak konflik,
seperti kelompok radikal, eks-
trim, separatis, anti golongan,
spion negara asing, pembang-
kang, SARA dan sebagainya.
Kelompok tersebut akan ber-
kembang dan menguat, bahkan
mengadakan peggabungan un-
tuk mengancam penyelenggara
pemerintahan negara, terutama
bila situasi dan kondisi negara
penuh dengan ketidakpastian
akibat kesenjangan dan keti-
dakadilan; (2) Bahwa tindak ke-
kerasan bersenjata, seperti me-
muntahkan sebutir peluru
mungkin hanya dapat memati-

kan satu jiwa manusia, akan teta-
pi tindakan seorang provokator
bisa membunuh ribuan jiwa
manusia, atau paling tidak, da-
pat menimbulkan penderitaan
bagi semua pihak; (3) Bentuk
ancaman negara tidak hanya
berasal dari luar seperti serang-
an militer, melainkan juga bisa
berasal dari dalam negeri de-
ngan wujud yang bervariasi. la
masuk dalam segala aspek ke-
hidupan nasional dan tidak mung-
kin bisa diselesaikan oleh salah
satu kelompok kekuatan bangsa
saja, melainkan harus dengan
kerjasama yang baik dari seluruh
komponen bangsa. Karena itu,
campur tangan politik negara
maju dengan dalih untuk pemu-
lihan stabilitas nasional perlu di-
waspadai ; (4) Persaingan bebas
dan liberalisasi perdagangan
dunia tidak dapat dibendung,
sehingga negara yang tidak siap
bersaing akan tergilas dan terja-
jah. Untuk menghadapinya
dibutuhkan waktu yang tidak
singkat dan memerlukan per-
siapan yang matang. Karena itu
sangatlah ironis, menghadapi
tantangan global itu bangsa kita
malah sibuk berkelahi bahkan
saling menghancurkan satu sa-
ma lain demi kepentingan go-
longan masing-masing; (5) Ja-

‘ngan mudah percaya atas tuduh-

an-tuduhan pelanggaran HAM,
pujian demokrasi dan sebagai-
nya, baik oleh media massa mau-
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pun komisi bentukan negara
maju, karena penuh dengan re-
kayasa dan kebohongan. Noam
Chamsky, dalambukunya Secret,
Lies, and Democracy telah meng-
ungkap tindak kekerasan, dis-
kriminasi dan kebebasan berbo-
hong yang dilakukan oleh pers
dan komisi penyelidikan negara
Amerika Serikat.

Penutup

Ternyata otoriter dan anarkis
tetap eksis dalam suatu demo-
krasi yang ambiguis. Bagi nega-
ra yang telah mapan, ambigui-
tas demokrasi - yang berupa am-
biguis otoriter - digunakan se-
bagai alat/senjata untuk mena-
ta kelangsungan kehidupan
negaranya (berfungsi ke dalam),
dan sebaliknya merekayasa am-
biguis anarkis sebagai alat peng-
ganti senjata (gun) untuk menak-
lukkan negara lain (berfungsi ke
luar).

Demokrasi yang dilaksana-
kan di dunia ini sebenarnya ma-
sih tetap bersifat ambiguis, dan
bila tidak diwaspadai akan bisa
terseret ke otoriter dan anarkis.
Pada awal reformasi, demokrasi
Indonesia telah menunjukkan
tanda-tanda awal yang baik,
namun sekarang menjadi beram-
biguis anarkis yang sangat ber-
bahaya. Kita hanya pandai ber-
teriak “demokrasi”, tapi belum
mampu memahami dan mencer-
mati arti, makna, serta maksud

dan tujuannya. Karena itu, di-
perlukan pemantapan pendi-
dikan politik melalui pendidikan
kewarganegaraan.

Demokrasi yang dikobarkan
saat ini bersifat sangat sekuler,
penuh dengan rekayasa kriteria
dan persyaratan, serta tanpa tu-
juan yang jelas. Padahal de-
mokrasi bermaksud menghilang-
kan otoriter dan berupaya mena-
ta kekuasaan negara sesuai de-
ngan amanat rakyat guna mewu-
judkan keamanan dan kesejah-
teraan seluruh masyarakat,
bangsa dan negara. Dengan kata
lain, demokrasi menghendaki
terwujudnya “Ketahanan Na-
sional”, bukan kekuasaan dan
kebebasan bertindak yang dapat
menghancurkan bangsa dan
negara, dan bukan pula meraih
predikat negara “super demo-
krasi” tapi rakyatnya tetap men-
derita.

Untuk mengatasi bahaya
anarkis, pemerintah Indonesia
tertantang untuk tidak meng-
gunakan kekerasan senjata, me-
lainkan dengan mengedepankan
kearifan yang dapat menyatukan
seluruh komponen bangsa, se-
hingga tidak menimbulkan kor-
ban dan penderitaan. Untuk itu,
pengentasan kemiskinan melalui
pembenahan ekonomi merupa-
kan prioritas utama dalam pe-
mecahan permasalahan nasio-
nal, sekaligus ditopang oleh sta-
bilitas keamanan dan penegakan
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supremasi hukum sebagai pra-
syarat bergulirnya demokrasi
yang diinginkan. Lebih dari itu,
perlu ditingkatkan kewaspadaan
seluruh warga negara melalui
pengembangan wawasan na-
sionalisme, jiwa patriotisme, ser-
ta relegisme yang mantap se-
hingga dapat menjaga keutuhan
bangsa dan negara, sekaligus
mewujudkan daya saing yang
tinggi di percaturan global.
Pemerintah wajib memperha-
tikan dan memberikan hak-hak
warga negara dengan baik.
Demikian pula sebaliknya, war-
ga negara perlu menjalankan
kewajiban yang mesti diemban-
nya, berupa kewajiban “Bela
Negara” dalam arti yang seluas-
luasnya. Di pihak lain, meskipun
dipersalahkan, dituding serta di-
musuhi oleh semua pihak, TNI
harus tetap berpikir positif sebab
itu adalah risiko sebagai pembe-
lanegara, danitu berlaku univer-
sal. Karena itu, kiranya TNI da-
pat memahaminya sebagai se-
buah peringatan besar serta
mengambil hikmahnya agar le-
bih kritis dalam menangkap as-
pirasi dan kehendak rakyat. Se-
lain itu, TNI seyogianya tetap
tegar sebagai kesatria yang ber-
taqwa kepada Tuhan Yang Ma-
ha Esa untuk membela kejujur-
an, kebenaran, dan keadilan. Se-
bagai kesatria bangsa hendaknya
dapat menjadi pelaku dan peng-
awal jalannya reformasi, menja-

di penegak demokrasi, serta pen-
junjung hak azasi manusia.
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